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RINGKASAN 

Riza Fahlevi. Juli 2024. KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH 

YANG DILAKUKAN DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN. 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, 54 Halaman. Pembimbing Utama: Diana Rahmawati, S.H., 

M.H.  

Tanah berperan sebagai aset sosial dan modal pembangunan. Sebagai aset sosial, 

tanah mengikat kesatuan masyarakat Indonesia, sedangkan sebagai modal 

pembangunan, tanah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara adil. Hak 

kepemilikan tanah diatur dalam UUPA dan mencakup berbagai jenis hak seperti 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan lainnya. Hak milik adalah 

hak kepemilikan terkuat yang dapat dialihkan melalui transaksi jual beli.Jual beli 

tanah di Indonesia harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) untuk menjamin keabsahan transaksi. Namun, masih banyak masyarakat 

yang melakukan jual beli tanah dengan cara bawah tangan karena biayanya lebih 

murah. Metode ini berisiko karena tidak ada pengakuan resmi, yang bisa 

menyebabkan sengketa dan klaim dari pihak ketiga. 

Fokus penelitian ini adalah menemukan solusi yang sesuai untuk masalah spesifik 

dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan etika yang terkait dengan keabsahan 

perjanjian jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Pendekatan yang 

digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan 

perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan aspek normatif 

lainnya. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman, interpretasi, dan aplikasi 

norma-norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi kepustakaan, di mana penulis mengkaji teori, referensi, dan literatur 

ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada 

situasi sosial yang diteliti. Dengan memadukan bahan-bahan hukum yang didapat 

melalui studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, penulis berharap 

mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan. 

Hasil peneilitian ini meunjukkan bahwa: 

1. Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian jual beli adalah 

kesepakatan antara dua pihak untuk menyerahkan hak kebendaan dan 

membayar harga yang disepakati.Perjanjian jual beli tanah harus dilakukan 

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memastikan 

keabsahannya, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1961 dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Namun, banyak 

masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat yang lebih sederhana dan 
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murah, di mana jual beli tanah dilakukan secara terang dan tunai, berarti 

transaksi dilakukan secara terbuka dan pembayaran serta pemindahan hak 

terjadi bersamaan. Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual 

beli, tukar menukar, dan hibah. Syarat sah perjanjian jual beli tanah menurut 

Pasal 1320 KUHPerdata meliputi kesepakatan, kecakapan para pihak, objek 

tertentu, dan sebab yang halal. Hukum adat juga mengharuskan transaksi 

dilakukan secara terang dan tunai. Putusan Mahkamah Agung terkait 

perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat di hadapan PPAT bervariasi. 

Beberapa putusan mengakui keabsahan perjanjian jika memenuhi syarat 

dalam KUHPerdata atau hukum adat, sementara yang lain tidak. 

Berdasarkan Pasal 5 UUPA, hukum agraria Indonesia adalah hukum adat, 

sehingga perjanjian jual beli tanah dapat dianggap sah jika memenuhi 

ketentuan hukum adat meskipun tidak dibuat di hadapan PPAT. 

 

2. Dalam praktik jual beli tanah, keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum 

transaksi. Akta jual beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT memberikan 

kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Sebaliknya, 

akta yang dibuat di bawah tangan, tanpa kehadiran PPAT, hanya memiliki 

kekuatan mengikat setara dengan akta otentik jika sesuai dengan Pasal 1338 

KUHPerdata. Notaris yang belum mengangkat sumpah tidak berwenang 

membuat akta otentik; akta yang dibuatnya setara dengan akta di bawah 

tangan.Transaksi jual beli tanah tanpa akta PPAT sah jika memenuhi syarat 

tunai, terbuka, dan nyata, sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. 

Perjanjian jual beli tanah di bawah tangan mungkin menjadi solusi di daerah 

terpencil atau dengan keterbatasan akses terhadap PPAT, namun 

pendaftaran akta oleh PPAT di kantor pertanahan penting untuk mendukung 

asas publisitas dan memberikan akses informasi kepada masyarakat.Tidak 

dipenuhinya syarat formal dan materiil dapat menimbulkan risiko hukum, 

seperti kesulitan dalam proses balik nama dan sengketa hukum. Perjanjian 

jual beli tanah yang tidak memenuhi syarat formal dianggap batal demi 

hukum, sehingga tidak diakui secara resmi oleh pemerintah dan tidak dapat 

didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Akibatnya, pembeli hanya 

memiliki hak diskret atas tanah tanpa kekuatan hukum yang jelas, yang 

dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam 

mengklaim kepemilikan tanah jika terjadi perselisihan di kemudian hari. 

Oleh karena itu, mematuhi syarat formal dalam jual beli tanah penting untuk 

memastikan transaksi sah, terlindungi secara hukum, dan menghindari 

komplikasi di masa depan.  
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ABSTRAK 

 

-.Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian jual beli tanah yang dilakukan 

dengan perjanjian di bawah tangan serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan 

syarat formal dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Praktik 

masyarakat yang sering melakukan jual beli tanah secara informal karena prosesnya 

yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah menjadi latar belakang kajian ini. 

Namun, praktik ini memiliki risiko hukum yang signifikan, seperti sengketa 

kepemilikan dan klaim dari pihak ketiga yang tidak terungkap. Metode yuridis 

normatif dengan pendekatan preskriptif digunakan untuk menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus dari putusan Mahkamah Agung 

terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun perjanjian jual beli tanah di 

bawah tangan dapat dianggap sah berdasarkan hukum adat dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketidakpatuhan terhadap syarat formal 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat menimbulkan 

risiko hukum bagi pembeli, seperti kesulitan dalam proses balik nama dan potensi 

sengketa hukum yang lebih tinggi. Penekanan diberikan pada pentingnya 

penggunaan metode yang sesuai dengan hukum dan melibatkan pejabat yang 

berwenang seperti notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk 

memastikan keabsahan, perlindungan, dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, 

potensi sengketa properti dan kerugian finansial dapat diminimalisir, serta proses 

perpindahan hak kepemilikan tanah dapat dilakukan dengan lebih aman dan lancar. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanah, Di bawah Tangan, Keabsahan 
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